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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS X (SEPULUH)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

a.

PROVINSI JAWA TENGAH, .

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 92 ayat (5)
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ketua
dan Wakil Ketua Panitia Khusus/Panitia Angket dipilih
dari dan oleh anggota Panitia Khusus/Panitia Angket;

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
S Tahun 2024 Tentang Pembentukan Panitia Khusus X
(Sepuluh) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tentang Pembahasan Laporan Keterangan,
Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir
Tahun Anggaran 2023, Bahwa Sdr. H. AGUNG BUDI
MARGONO, ST, MT Dipilih Sebagai Ketua Dan Sdr. Drs.
MUHAMMAD YUNUS Sebagai Wakil Ketua Panitia
Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tentang Susunan Pimpinan Dan Anggota
Panitia Khusus X (Sepuluh) Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembahasan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur
Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2023.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Nomor 14);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus X
(Sepuluh) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tentang Pembahasan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa

& Tengah Akhir Tahun Anggaran 2023, dengan
susunan Pimpinan dan Anggota sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Tengah.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
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Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2023;

 b. Melaporkan hasil pembahasan tersebut huruf a secara

tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dibacakan pada
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Provinsi Jawa Tengah.

Laporan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b,
ditetapkan menjadi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Provinsi Jawa Tengah wuntuk dijadikan
Rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah.

Tugas Panitia Khusus berakhir pada saat Rancangan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Jawa Tengah dimaksud ditetapkan menjadi Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim
Ahli, Pejabat/Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Tengah.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN|RAKYAT DAERAH
PROVINSI JA TENGAH
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH °
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 6 TAHUN 2024

TANGGAL : 28 Maret 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS X (SEPULUH)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TENGAH

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023
B e e —————

I. PIMPINAN :
Ketua : H. AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT. - FPKS
Wakil Ketua : Drs. MUHAMMAD YUNUS - FPAN
II. ANGGOTA :

1. AYUNING SEKAR SUCI, B.Bus, MIB/MA - FPDI PERJUANGAN
2. MUHAMMAD ISNAENI - FPDI PERJUANGAN .
3. - H. ANDANG WAHYU TRIYANTO, SE, MM. - FPDI PERJUANGAN
4, Hj.KADARWATI, SH, MH. - FPDI PERJUANGAN
5. MG MARHAENISMANTO - FPDI PERJUANGAN
6. DENNY NURCAHYANTO, SE - FPDI PERJUANGAN
7. H.SAMIRUN, SH, MH. - FPDI PERJUANGAN
8. H. AHMAD RIDWAN, SE, MM. - FPDI PERJUANGAN
9. YOHANES WINARTO, SH. - FPDI PERJUANGAN
10. H. SARIF ABDILLAH, S.Pd.I " -FPKB
11. H. FUAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si. - FPKB
12. H. WAHID JUMALI, Lc - FPKB
13. H. DENNY SEPTIVIANT, SH. - FPKB
14. DJONI KRISTIJANTO, S.M. - FPGERINDRA
15. DWI YASMANTO, S.TP - FPGERINDRA

. 16. H.M.ISKHAK, SH, MA, MM. - FPGERINDRA
17. Drs. H. SOENARNO, MM. - FPG
18. Drs. ANTON LAMI SUHADI, M.Si. - FPG
19 H. HADI SANTOSO, ST, M.Si. - FPKS
20. H. ABDUL AZIZ, M. Si. - FPPP
21. MUHAMMAD NGAINIRRICADL, MM. - FPPP .
22.- KHOLIK IDRIS, SE, SH, M,Si. - FPDEMOKRAT
23. H. AKHWAN, SH. - FPDEMOKRAT





